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®

BUPATI BUNGO,

bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tidak sesuai lagi
dengan perkembangan dan keadaan saat ini, disamping itu ada juga yang
telah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, sehingga
perlu dilakukan pencabutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4389);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan  Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO.

Pasal 1
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa Peraturan Daerah

Kabupaten Bungo yang terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pemberian Fatwa
Rencana Pengarahan Lokasi di Kabupaten Dati II Bungo Tebo;

2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemeriksaan
Kulit, Tulang dan Tanduk;

3. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Izin Usaha dan
Retribusi Penangkar Bibit / Benih Tanaman Perkebunan;

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Peta;

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir
dan atau Pertokoan;
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6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian
Gergaji Piring, Gergaji Pita dan Chainsaw pada Industri Perkayuan
dalam Kabupaten Bungo;

7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin
Pengambilan Hasil Hutan Tkutan dalam Kabupaten Bungo;

8. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Mesin
Penggilingan Padi;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha
Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan;

10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha
Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 Mei 2010

BUPATI BUNGO,
ttd.

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 27 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO
ttd.

KHAIDIR SALEH
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